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• Kebebasan berpendapat dan kebebasan 
berekspresi diperlukan sebagai fondasi setiap 
kebebasan dan demokrasi.

• Kebebasan berekspresi merupakan kondisi yang 
diperlukan untuk realisasi prinsip transparansi dan 
akuntabilitas yang pada gilirannya penting untuk 
promosi dan perlindungan hak asasi manusia

• UU ITE dengan beberapa pasal di dalamnya
membelenggu kebebasan berpendapat dan
berekspresi dan dilapangan memunculkan abuse of 
power, ketidakpastianhukum, dan menebalkan
impunitas (penyelenggara negara dan
orang/kelompok yang berafiliasi dengan kekuasaan)



Pelanggaran Hak Berekspresi & Berpendapat--
Jenis Hak Yang Dilanggar

Sepanjang 2020 YLBHI mencatat ada 351 kasus pelanggaran
hak dan kebebasan sipil yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, dan Papua. Kasus-kasus tersebut didominasi
oleh pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat
di muka umum.

Pelanggaran terhadap hak berekspresi dan menyatakan
pendapat di muka umum, meliputi:

• Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan;

• Pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk
rasa;

• Pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara
digital;

• Pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi;
serta

• Pelanggaran terhadap data pribadi.
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No Pasal Undang-undang

1 160 

167

170 

172

187

187 

192

212

213 

263 

333 

335

351 

351 

360 

362 

368 

385

406

Dugaan penyerobotan 

tanah

ketertiban umum 

KUHP

2 26

27

45

UU ITE

3 69 UU PPLH

4 12

82 

83

84

94

UU PPPH

5 Undang-undang

Perkebunan

6 2 UU Darurat 1951

7 162 UU MInerba

8 112 ayat 1

114 ayat 1

132 ayat 1

UU Narkotika

9 63 UU Angkutan Jalan

10 156 UU Ketenagakerjaan

11 81

82

UU Perlindungan Anak

12 Pembatasan Sosial 

Bersekala Besar

ITE termasuk 
UU yang 
banyak 
digunakan 
untuk modus 
kriminalisasi



REVISI ITE? Presiden menyatakan
Kalau UU ITE tidak bisa
memberikan rasa 
keadilan, ya saya akan
minta kepada DPR 
untuk bersama-sama
merevisi UU tersebut

Terbit SE/2/II/2021 tentang
Kesadaran Budaya Beretika
untuk Mewujudkan Ruang
Digital Indonesia yang 
Bersih, Sehat, dan Produktif

Keluar Keputusan
menkopolhukam 22 Tahun
2021 tentang Tim Kajian
Undang-Undang tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik

ITE tak masuk dalam
daftar prolegnas RUU 
Prioritas tahun 2021

17 feb 2021

19 feb 2021

22 feb 2021

9 Maret 2021

Memperparah keadaan

Meningkatkan ancaman
terhadap kebebasan
berekspresi



CARA PANDANG 
KEKUASAAN 
TERHADAP KRITIK

VIRTUAL POLICE 
MEN-SIMPLIFIKASI 
MASALAH PADA 
LEVEL PRAKTIK

VIRTUAL POLICE 
MEMPERPARAH 
KEADAAN



semua tokoh 
masyarakat, 
termasuk yang 
menjalankan 
otoritas politik 
tertinggi seperti 
kepala negara dan 
pemerintahan, 
adalah secara sah 
untuk dikritik



Masalah-masalah hukum
unit VP Polri, antara lain:
1. Tidak ada mekanisme banding 

atas peringatan Polisi terhadap
suatu unggahan di Medsos, jika
unggahan tersebut tidak perlu
diperingatkan;

2. Mempersulit Pembelaan bagi
korban kriminalisasi UU ITE 
dengan dalih Polisi telah
memperingatkan;

3. Tidak semua delik ITE adalah
delik biasa/laporan. Bagaimana
dengan delik aduan? tanpa
adanya pengaduan Polisi tidak
boleh menindak;

4. Melanggar asas praduga tidak
bersalah (presumpt ion of 
innocent). Dalam hal ini Polisi
telah mendahului pengadilan.



DIMANA LETAK MASALAH UU 
ITE? 

NORMA ATAU IMPLEMENTASI 
ATAU KEDUANYA?



Mengapa Revisi UU ITE Penting

• Pasal-pasal tidak sinkron dengan
jaminan konstitusi dan berbagai
konvensi internasional tentang HAM 
utamanya : ICCPR, International 
Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination, 
disingkat ICERD yang diratifikasi
melalui UU 29 tahun 1999, 

• perumusan norma pada beberapa
pasal UU ITE Multitafsir

• Tumpang tindih antar norma di dalam
UU ITE sendiri maupun Tumpang
tindih norma ITE dengan UU lain 
(KUHP, UU diskriminasi etnis, UU Pers, 
UU Keterbukaan Informasi)

• Hukum acara yang longgar

• Sanksi yang lari dari spirit UU 
perubahan ITE 

• Abuse of power 

• Ketidakpastian hukum

• Kriminalisasi

• Saling lapor

• Represi kritik

• Memperkuat Impunitas
(terutama penguasa atau
orang-orang yang berafiliasi
dengan kekuasaan dan modal)



Pasal 26

Pasal 27 ayat
1 jo pasal 45 

ayat 1

Pasal 27 ayat
3 jo 45 ayat 3

Pasal 28 ayat
2 jo pasal 45

Pasal 29 jo 
pasal 45 B

Pasal 36 jo 
pasal 51 ayat

2 

Pasal 40 ayat
2

Pasal 43 ayat
6

Pidana kesusilaan

Perlindungan data pribadi

hukum acara penangkapan

Pemutusan akses
(pemblokiran, penutupan akun, 
dan/atau penghapusan konten)

Penyebaran kebencian yang 
mengakibatkan kerugian

Informasi dengan ancaman kekerasan

Penghinaan

Penyebaran kebencian

PASAL-PASAL 
BERMASALAH DALAM 

UU ITE



(1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan
setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi
seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan
Undang-Undang ini.

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah
kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan
pengadilan. 

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme
penghapusan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang sudah
tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Ketentuan mengenai tata. cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (41 diatur
dalam peraturan pemerintah.

Penjelasan

(1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi
merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (priuacg rights). Hak pribadi
mengandung pengertian sebagai berikut:

• a. Hak pribadi merupalan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas
dari segala macam gangguan. 

• b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain 
tanpa tindakan memata-matai. 

• c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2), (3), (4), (5) Cukup jelas

1. Masalah UU ITE Pasal 26
• Apa yang dimaksud

dengan informasi yang 
tidak relevan?

• Bagaimana dengan hak
publik atas informasi? 
(UU No. 40 Tahun 1999 
tentang Pers, serta UU 
No. 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan
Informasi Publik)

• Apakah bentuk
pelaksanaan dari Hak
Melupakan (The right to 
be forgotten) secara
teknis bisa sampai pada
menghapus atau hanya
sampai pada membuat
data tidak dapat dicari?



Pasal 27 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Penjelasan: Yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah
mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau
Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui
Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah
mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang 
ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang 
dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan
lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem
Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Pasal 45 ayat (1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 
(enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah).

Masalah UU ITE: Pasal 27 
ayat 1 jo pasal 45 ayat 1 

• Apa maksud dari
kesusilaan?

• Tidak ada unsur untuk
diketahui umum? 



Pasal 27 ayat (1) 
justru dikenakan
pada korban
KBGO



Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran
nama baik. 

Penjelasan

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan
pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

45 ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan
dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

3) Masalah Pasal 27 ayat 3 jo 45 
ayat 3

• Siapa/Apa subyek dari pasal ini? 
1) Apakah orang?
2) Apakah lembaga?
3) Apakah organisasi?
4) Apakah simbol-simbol?

• Apakah kritik masuk dalam 
kriteria penghinaan atau 
pencemaran?

• Tidak menekankan pada tujuan
atau maksud ?

• Unsur dimuka umum?
• Apakah penghinaan atau 

pencemaran layak dihukum 
pidana?



Trend penggunaan Pasal Pencemaran nama
baik
• Mempidana Kritik untuk kepentingan publik dengan menyasar aktivis, jurnalis

• Menyasar lawan-lawan politik (laporan terhadap said Didu, laporan anak JK terhadap eks kader Partai Demokrat Ferdinand 
Hutahaean dan pemerhati sosial Rudi S Kamri

• Menyasar anak-anak anak-anak milenal

• Perhatikan pasal 27 (3) UU ITE memang tidak memasukkan obyek penghinaan atau pencemaran. Bandingkan dengan Pasal 310 (1) 
KUHP: “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan me- nuduhkan sesuatu hal, yang 
maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Pasal ini dengan jelas menyebutkan “seseorang” sebagai
obyeknya. Dengan tidak menyebutkan obyek dengan jelas maka agama atau atribut-atribut agama membuka peluang
dimasukkannya sebagai tindakan yang dapat disasar oleh Pasal 27 (3) UU ITE. SS di media so- sialnya menyebutkan Islam dan
bukan orang. 

• Bahkan pasal ini juga dilekatkan untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Padahal unsur pasalnya pasal ini lebih dekat
dengan pasal 156 KUHP, yang menyatakan “barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuh- an, kebencian atau
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti
tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, 
tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”. Irisan unsur pasal antara Pasal 27 (3) UU ITE 
dengan pasal 156 KUHP adalah penghinaan. Adapun irisan unsur pasal Pasal 28 (2) UU ITE dengan pasal 156 KUHP adalah
kebencian dan permusuhan.



Kasus Syaiful Mahdi, Dosen Unsyiah yang menyampaikan kritik digroup terhadap
pimpinan fakutas teknik melalui whatsapp, divonis 3 bulan dan denda 10 juta subsider 1 
bulan (Pasal 27 ayat (UU ITE)



Pasal Pencemaran nama baik sudah
seharusnya dihapuskan untuk membangun
alam demokrasi yang lebih baik, sesuai pula 
dengan Komentar umum PBB No. 34 (Pasal 19 
ICCPR) merekomendasikan penghapusan
pidana defamasi, jika tidak memungkinkan, 
pidana defamasi hanya diperbolehkan untuk
kasus paling serius dengan ancaman bukan
pidana penjara



Pasal 28 ayat 2 jo pasal 45

• Apakah ukuran kebencian? 
Apakah kritik masuk dalam 
kriteria menimbulkan kebencian 
atau permusuhan?

• Apa yang dimaksud golongan itu? 
Apakah pejabat/presiden masuk 
dalam golongan?

• Fokus kesengajaan pada 
“menyebarkan informasi" bukan
pada maksud menunjukan
kebencian itu sendiri

• Tidak ada unsur penghasutan
• Tidak ada keterikatan niat dengan

akibat?

• Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan informasi yang 
ditujukan untuk menimbulkan rasa 
kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan
antargolongan (SARA).

• Penjelasan cukup jelas

Pasal 45A ayat (2) 

• Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa
hak menyebarkan informasi yang ditujukan
untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan/atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, 
agama, ras, dan antargolongan (SARA) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(21 dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling 
banyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar
rupiah).



Hate Speech/Siar 
Kebencian 
(Pasal 20 Kovenan Hak 
Sipil & Politik)
“Segala tindakan yang 
menganjurkan kebencian 
atas dasar kebangsaan, ras 
atau agama yang 
merupakan hasutan untuk 
melakukan diskriminasi, 
permusuhan atau 
kekerasan harus dilarang 
oleh hukum”

Unsur penghasutan (incitement) menjadi
elemen terpenting dalam mendefinisikan
penyebaran kebencian

Dalam Rabat Plan of Action telah
dinyatakan bahwa agar ekspresi dapat
dinyatakan sebagai suatu tindak pidana, 
maka salah satu yang harus dipenuhi
adalah unsur berkaitan dengan niat. 
Sehingga tidak cukup hanya mengatur
mengenai "penyebaran informasi" namun, 
juga harus merupakan "hasutan" untuk
menimbulkan bahaya yang nyata.



Pasal 16 
Setiap orang yang dengan
sengaja menunjukkan
kebencian atau rasa benci
kepada orang lain berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, 
atau angka 3, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).

UU 40/2008 Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis
Pasal 4 

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa : a. 
memperlakukan pembedaan, pengecualian, 
pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan
etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau
pengurangan pengakuan, perolehan, atau
pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar
dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, 
ekonomi, sosial, dan budaya; atau b. menunjukkan
kebencian atau rasa benci kepada orang karena
perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, 
ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau
tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang 
lain; 
2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan katakata
tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat
didengar orang lain; 
3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-
kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya
yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, 
pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan
kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan
diskriminasi ras dan etnis.



Trend penggunaan Pasal Ujaran kebencian

• Mengkriminalisasi orang atau kelompok kritis hingga jurnalis

• Memperluas makna golongan (kasus alvian tanjung meletakan PDIP sebagai golongan, kasus
bambang trimulyo, penulis buku Jokowi Undercover meletakan jokowi sebagai golongan dan
terakhir kasus Jerink meletakan profesi IDI sebagai golongan). Dilegitimasi oleh putusan Putusan
MK 76 puu/XV/2017

“antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama dan ras, tetapi meleihi dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau
terwadahi oleh suku, agama dan ras

• Mereprese ekspresi kaum milenial

• Bahkan pasal ini juga dilekatkan untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Padahal unsur pasalnya pasal ini
lebih dekat dengan pasal 156 KUHP. Irisan unsur pasal antara Pasal 27 (3) UU ITE dengan pasal 156 KUHP adalah
penghinaan. Adapun irisan unsur pasal Pasal 28 (2) UU ITE dengan pasal 156 KUHP adalah kebencian dan
permusuhan.
• “barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap

suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal
berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian
lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut
hukum tata negara”. 



Diananta Diananta
Putra Sumedi
wartawan kumparan
yang menulis berita
tentang konflik lahan
dikalimantan selatan. 
Alah seorang
narasumber
melaporkan dirinya
atas pemberitaan itu
karena dianggap
dapat memicu konflik
SARA, Divonis 3 bulan
15 hari (Pasal 28 ayat
(UU ITE)



Memasukan organisasi profesi
sebagai golongan

Kasus I gede Ari Astina atau
Jrink “menulis IDI kacung WHO” 
divonis 1 tahun 10 bulan dam 
denda 10 juta subsider 1 bulam
kurungan

Dakwaan alternatif
pertama : Pasal 28 ayat (2) jo 
Pasal 45A ayat (2)

Kedua Pasal 27 ayat (3) jo Pasal
45 ayat (3)





• Pasal ini duplikasi dari Pasal 335 ayat (1), 
368, 369 KUHP dengan rumusan yang karet, 
luas dan multitafsir.  Sebagai catatan, norma
hukum di Pasal 369 KUHP merupakan delik
aduan yang mensyaratkan adanya
pengaduan untuk dapat menjerat perbuatan
memaksa dengan ancaman. Sedangkan apa
yang diatur dalam UU ITE tidak
mensyaratkan adanya aduan tersebut. 

• duplikasi dengan pasal 27 ayat (4) UU ITE.

• Melanggar prinsip dasar dalam hukum
pidana: lex certa, lex scripta, dan lex stricta

• Cyberbullying dimuat di dalam penjelasan
bukan di badan pasal, apa batasan
cyberbullying? 

MASALAH Pasal 29 jo Pasal 45 B

• Pasal 29 Setiap Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi.

• Penjelasan: Cukup jelas

• pasal 45B Setiap Orang yang dengan sengaja
dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi
ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang 
ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus
lima puluh juta rupiah).

• Penjelasan 45B: Ketentuan dalam Pasal ini
termasuk juga di dalamnya perundungan di 
dunia siber (cgber bullying) yang mengandung
unsur ancaman kekerasan atau menakut- nakuti
dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/ 
atau kerugian materiil.



• Pasal 36: Setiap Orang dengan
sengaja dan tanpa hak atau
melawan hukum melakukan
perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 
sampai dengan Pasal 34 yang 
mengakibatkan kerugian bagi
Orang lain.

• Penjelasan: cukum jelas
• Pasal 51 ayat (2) Setiap Orang 

yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan/atau
denda paling banyak
Rp12.000.000.000,00 (dua belas
miliar rupiah)

• Penjelasan: cukup jelas

Masalah Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2

• Meletakan kerugian sebagai
pemberatan?

• Apakah memang perlukan dan apakah
proporsional meletakan kerugian pada
jalur pidana?

• Bukankah kerugian akibat penghinaan
sudah diatur dalam pasal 1372 
BW/KUHPerdata? 

• Tidakah justru merugikan korban
apabila menggunakan jalur pidana.

• Digunakan untuk melengkapi syarat
objektiv penahanan ancaman pidana
di atas 5 tahun penjara (Pasal 21 ayat
(4) KUHAP).



G. Pasal 40 ayat 2
• 40 ayat (2) Pemerintah melindungi kepentingan

umum dari segala jenis gangguan sebagai
akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik
dan Transaksi Elektronik yang mengganggu
ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

• (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan
penyebarluasan dan penggunaan Informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang 
memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• (2b) Dalam melakukan pencegahan
s6lagaimana dimaksud pada ayat (2a), 
Pemerintah berwenang melakukan pemutusan
akses dan/atau memerintahkan kepada
Penyelenggara Sistem Elektronik untuk
melakukan pemutusan akses terhadap
Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar hukum.

• Penjelasan: cukup jelas

• Bertetangan dengan Pasal 28F 
UUD RI 1945 “Setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta
berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, 
menyimpan, mengolah dan
menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala
jenis saluran yang tersedia

• Eksekutif menjadi otoritas
tunggal menentukan konten
illegal 

• tidak adanya mekanisme
pengujian (judicial oversight)? 



• Pada tahun 2016 situs Kemenkominfo memblokir Suara Papua 
selama beberapa hari mengakibatkan, situs Suara Papua tidak
dapat melakukan penulisan berita terkait situasi Papua selama
beberapa hari. Kominfo menilai terdapat konten yang 
dikualifikasikan melanggar hukum yaitu konten separatisme, 
namun Pihak Kemenkominfo tidak menjelaskan secara spesifik
bagian dalam situs tersebut yang bermuatan konten
separatisme.

• Perlambatan dan pemutusan internet oleh Kemenkominfo di 
beberapa wilayah Papua dan Papua Barat pada tahun 2019. 
Dengan dalih mencegah hoaks yang memicu aksi masa dan
mempercepat pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di 
Papua dan Papua Barat, Kemenkominfo melakukan
perlambatan dan pemutusan jaringan internet selama
beberapa hari. Pemerintah berdalih bahwa perlambatan dan
pemutusan akses internet yang dilakukan adalah bentuk
pelaksanaan kewajiban dan mandat dalam Pasal 40 ayat (2) 

• PTUN Jakarta melalui Putusan No. 230/G/TF/2019/PTUN-Jkt
menyatakan tindakan pemerintak melakukan pemutusan
internet di papua adalah MELAWAN HUKUM 



Pasal 43 ayat (6) UU ITE

UU 11/2008 UU 19/2016

(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan
penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib
meminta penetapan ketua pengadilan negeri
setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

(6) Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku
tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum acara pidana

Abuse of power menggunakan UU ITE 19/2016 disumbang oleh
kewenangan yang sangat besar kepada penyidik, Pasal 43 menghilangkan
ketentuan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan wajib meminta
penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu 1 kali 24 jam



Kesimpulan

• UU ITE harusnya menjadi pendorong bangsa untuk maju kedepan menyongsong
perkembangan ilmu dan tehnologi menuju bangsa yang memiliki kesadaran tinggi
terhadap Iptek khususnya medsos bukan sebaliknya menjadikan UU ITE menjadi
teror terhadap bangsa indonesia untuk maju? 

• Kapan bangsa indonesia akan mampu bersaing dengan cara memahami UU ITE 
yang sangat politik juga dangkal dan mengabdi pada kepentingan-kepentingan
yag kemajuan hak berekkpresi?

• Hentikan Virtual Police dan revisi UU ITE:
• Pasal-pasal membelenggu kebebasan berpendapat dan berekspresi susat seharusnya dihapus

(Pasal-pasal pencemaran nama baik sudah sepantasnya dihapuskan ) tidak hanya dari UU ITE 
tetapi juga dari UU lainnya (KUHP)

• Pasal-pasal multitasfir dihapus atau memperketat rumusan sejalan dengan prinsip hak asasi
• Hukum acara dalam kejahatan elektronik perlu diperketat sehingga tidak terjadi abuse of 

power


